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Based on the findings of the study, it can be concluded that auditing
plays an important role in uncovering indications of fraud in the
management of BOS funds in Sumbawa District. Auditing serves as
an instrument for detecting, examining, and disclosing indications of
fraud, as well as preventing irregularities and improving the
governance of BOS funds. These roles are carried out through
document examination, cash inspection, clarification with school
personnel, evidence collection, and physical verification of activities
and projects financed by BOS funds. Such procedures enable
auditors to identify irregularities that may not always be apparent
from administrative accountability reports. Therefore, stronger and
more comprehensive audit procedures can reduce opportunities for
the misuse of funds and enhance the capacity of local governments to
ensure transparency and accountability in the management of BOS
funds in Sumbawa District.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber
daya manusia karena kualitas pendidikan akan menentukan kapasitas masyarakat dalam
berpartisipasi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk komitmen
pemerintah dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas
adalah melalui penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang saat ini
menjadi bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana
tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional
satuan pendidikan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, pengembangan perpustakaan,
pembayaran honor sesuai ketentuan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Oleh karena bersumber dari keuangan negara dan dikelola secara langsung pada tingkat
satuan pendidikan, pengelolaan Dana BOS menuntut adanya transparansi, akuntabilitas,
efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Regulasi pengelolaan Dana BOSP terus disempurnakan oleh pemerintah sebagai
bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah. Pada tahun
2026, pengelolaan Dana BOSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut antara lain mengatur batasan dan
komponen penggunaan dana, seperti alokasi pengembangan perpustakaan/buku,
pembayaran honor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengaturan yang semakin
rinci menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS tidak hanya berkaitan dengan
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kemampuan sekolah membelanjakan anggaran, tetapi juga menyangkut kemampuan
mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik sesuai dengan
peruntukannya.

Meskipun regulasi, sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan
Dana BOS telah dikembangkan, risiko terjadinya penyimpangan masih menjadi
persoalan penting dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Risiko tersebut dapat
muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai
peruntukan, penggelembungan harga (mark-up), pembelian barang yang tidak sesuai
kebutuhan, transaksi yang tidak didukung kondisi sebenarnya, pemotongan dana,
penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, hingga pembuatan bukti transaksi dan
laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya.
Dalam perspektif akuntansi dan auditing, tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk
memperoleh keuntungan tertentu melalui manipulasi, penyalahgunaan aset, atau
penyajian informasi yang tidak benar dapat dikategorikan sebagai kecurangan (fraud).

Permasalahan tersebut bukan sekadar kemungkinan teoretis. Hasil Survei
Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2025 menunjukkan masih terdapat persoalan serius dalam
tata kelola dana pendidikan. KPK mengungkap bahwa sekitar 12% sekolah dalam survei
masih ditemukan mengalami penyalahgunaan Dana BOS. Temuan tersebut disertai
berbagai risiko penyimpangan lain dalam tata kelola sekolah, termasuk nepotisme
dalam pengadaan barang dan jasa, dugaan penggelembungan biaya, serta laporan fiktif
dan manipulasi dokumen. Data tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan
dan mekanisme pelaporan formal belum dengan sendirinya menghilangkan risiko fraud
dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Kerentanan pengelolaan Dana BOS terhadap fraud dapat dipahami karena
pengelolaannya melibatkan rangkaian kegiatan yang cukup kompleks, mulai dari
perencanaan kebutuhan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),
pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran, pencatatan transaksi,
pengelolaan aset, sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap
tahapan tersebut mengandung risiko apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan
secara efektif. Risiko menjadi semakin tinggi ketika terdapat konsentrasi kewenangan
pada pihak tertentu, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, lemahnya pemisahan
fungsi, pengawasan yang lebih menekankan kelengkapan administratif, ataupun
rendahnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah dalam mengawasi penggunaan
anggaran. Oleh sebab itu, pengendalian melalui sistem dan dokumen administratif perlu
dilengkapi dengan fungsi audit yang mampu menilai substansi dan kebenaran transaksi.

Dalam konteks tersebut, audit mempunyai peranan strategis dalam pengungkapan
kecurangan pengelolaan Dana BOS. Audit tidak hanya berfungsi memeriksa apakah
dokumen pertanggungjawaban telah tersedia, tetapi juga menilai apakah transaksi yang
dilaporkan benar-benar terjadi, apakah jumlah yang dibayarkan wajar, apakah barang
atau jasa benar-benar diterima oleh sekolah, apakah aset yang dibeli dapat ditemukan
secara fisik, serta apakah penggunaan dana sesuai dengan RKAS dan ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian, auditor tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen (documentary audit), tetapi perlu mengombinasikannya dengan pengujian
transaksi, konfirmasi, wawancara, pemeriksaan fisik, penelusuran aset, analisis
ketidakwajaran, serta prosedur audit lainnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Urgensi peranan audit tersebut menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan
kondisi empiris di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten
Sumbawa melakukan audit terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024
pada sejumlah SD dan SMP di berbagai kecamatan. Audit tersebut bahkan disebut
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sebagai audit atensi khusus, bukan sekadar pemeriksaan rutin. Inspektorat
mengemukakan bahwa secara administratif laporan pertanggungjawaban atau SPJ
sekolah pada umumnya terlihat baik, tetapi pemeriksaan lapangan tetap diperlukan
untuk memastikan apakah dokumen tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Namun, pengalaman pemeriksaan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan dapat
muncul ketika dokumen terlihat lengkap dan baik, sementara keadaan fisik di lapangan
tidak sepenuhnya sama dengan yang dilaporkan.

Fenomena tersebut menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan
antara kepatuhan administratif dan kebenaran substantif dalam pengelolaan keuangan.
Laporan yang lengkap secara administratif belum tentu menjadi bukti bahwa seluruh
penggunaan dana telah dilaksanakan secara benar. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan
penggunaan Dana BOS tersebut, auditor tidak berhenti pada pemeriksaan laporan
pertanggungjawaban, melainkan melakukan pengecekan fisik terhadap pekerjaan dan
aset sekolah untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan,
kondisi kas, belanja sekolah, aset, serta kondisi riil di lapangan.

Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan alasan mengapa audit memiliki posisi
penting dalam mendeteksi dan mengungkap fraud. Kecurangan pada dasarnya memiliki
karakter yang berbeda dengan kesalahan (error). Kesalahan dapat terjadi tanpa unsur
kesengajaan, sedangkan fraud mengandung unsur kesengajaan dan biasanya disertai
upaya menyembunyikan tindakan yang dilakukan. Pelaku fraud cenderung berusaha
menciptakan dokumen atau informasi yang membuat suatu transaksi terlihat normal.
Konsekuensinya, semakin terencana suatu kecurangan, semakin sulit penyimpangan
tersebut ditemukan hanya melalui pemeriksaan administratif. Auditor membutuhkan
sikap skeptisisme, kecermatan dalam membaca red flags, kemampuan membandingkan
dokumen dengan kondisi faktual, serta pengujian terhadap transaksi dan bukti
pendukung untuk mengungkap ketidakwajaran yang tersembunyi.

Peranan audit dalam pengungkapan fraud selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari
efektivitas pengendalian internal sekolah. Audit dapat memberikan informasi mengenai
kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti lemahnya
otorisasi transaksi, kurangnya dokumentasi, tidak efektifnya pemisahan tugas,
ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, maupun lemahnya pengawasan
terhadap aset. Dengan menemukan kelemahan tersebut, audit bukan hanya berfungsi
dalam aspek detektif, yaitu menemukan penyimpangan yang telah terjadi, tetapi juga
memiliki fungsi preventif melalui rekomendasi perbaikan tata kelola. Oleh karena itu,
keberhasilan audit seharusnya tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya
temuan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mengidentifikasi akar masalah serta
mendorong tindak lanjut yang dapat menutup peluang terjadinya fraud di masa
mendatang.

Konteks Kabupaten Sumbawa memberikan ruang penelitian yang menarik karena
adanya perhatian pemerintah daerah terhadap audit penggunaan Dana BOS.
Pelaksanaan audit khusus terhadap sekolah menunjukkan adanya kebutuhan untuk
meningkatkan keyakinan bahwa anggaran pendidikan telah digunakan secara tepat
sasaran. Pada saat yang sama, fakta bahwa auditor harus melakukan Klarifikasi,
mengumpulkan data dan keterangan, serta melakukan pengecekan langsung terhadap
pekerjaan fisik memperlihatkan bahwa proses pengungkapan penyimpangan
membutuhkan prosedur audit yang lebih mendalam daripada pemeriksaan administratif
biasa. Dengan demikian, permasalahan penelitian bukan hanya terletak pada apakah
audit dilaksanakan, tetapi lebih jauh pada bagaimana audit berperan dalam
mengidentifikasi, mendeteksi, membuktikan, dan mengungkap kemungkinan terjadinya
fraud dalam pengelolaan Dana BOS.

116



/ JUIRNALL EISONORI & BISNIS ot

PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMIDAN MANAJEMEN

\ UNIVERSITAS SAMAWA p-|SSN 2089-1210
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb Pp. 114 - 126

Di sinilah terdapat celah yang penting untuk diteliti. Selama ini penerapan
pengelolaan Dana BOS telah didukung oleh regulasi, RKAS, sistem pelaporan
elektronik, dan mekanisme pengawasan. Namun, masih terdapat potensi kesenjangan
antara formalitas pertanggungjawaban keuangan dengan kondisi penggunaan anggaran
yang  sesungguhnya.  Fenomena  Kabupaten = Sumbawa, ketika laporan
pertanggungjawaban secara administratif dapat terlihat baik tetapi auditor tetap
memerlukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi sebenarnya, menunjukkan
bahwa kualitas audit mempunyai arti penting dalam mengungkap penyimpangan yang
mungkin tidak terlihat melalui dokumen saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian yang secara khusus menganalisis peranan audit dalam proses pengungkapan
kecurangan Dana BOS, terutama dari aspek prosedur pemeriksaan, kemampuan
mendeteksi indikasi fraud, verifikasi bukti, pengungkapan ketidaksesuaian, serta tindak
lanjut hasil pemeriksaan.

Penelitian mengenai peranan audit dalam pengungkapan fraud Dana BOS juga
penting karena kerugian akibat penyimpangan dana pendidikan tidak hanya dapat dilihat
dari sisi keuangan negara. Penyalahgunaan Dana BOS secara langsung maupun tidak
langsung dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan peserta didik, menyediakan sarana pembelajaran, meningkatkan kualitas
proses belajar, dan mendukung operasional sekolah. Dengan demikian, setiap rupiah
dana pendidikan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya memiliki konsekuensi
terhadap kualitas pelayanan publik. KPK juga menekankan bahwa penyalahgunaan
Dana BOS pada akhirnya merugikan peserta didik karena dana tersebut merupakan
instrumen penting untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu,
perbaikan tata kelola mulai dari tingkat kebijakan hingga perilaku individu sangat
diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang berintegritas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa audit memiliki posisi yang sangat
penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang transparan dan akuntabel.
Audit diperlukan bukan hanya untuk memastikan kelengkapan laporan
pertanggungjawaban, tetapi terutama untuk memperoleh keyakinan mengenai
kebenaran, kewajaran, keberadaan, kepatuhan, dan keterjadian transaksi yang dibiayai
dengan Dana BOS. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, dilaksanakannya audit khusus
terhadap penggunaan Dana BOS, pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi fisik,
serta kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi memberikan
dasar empiris yang kuat untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam.
Pencegahan dan pengungkapan fraud tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan
digitalisasi sistem keuangan atau kewajiban pelaporan semata, tetapi fungsi pengawasan
independen tetap diperlukan untuk memverifikasi kebenaran substansial dari informasi
yang dimasukkan ke dalam sistem.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian mengenai “Peranan Audit
dalam Pengungkapan Kecurangan (Fraud) Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) di Kabupaten Sumbawa” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana
audit dilaksanakan dalam pengawasan Dana BOS, bagaimana auditor mengidentifikasi
indikator fraud, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses
pengungkapan fraud. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan
kontribusi akademis dalam pengembangan kajian auditing dan fraud detection, tetapi
juga memberikan kontribusi praktis bagi Inspektorat, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, kepala sekolah, bendahara BOS, serta pemerintah Kabupaten Sumbawa
dalam memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan kualitas pengawasan, dan
membangun tata kelola Dana BOS yang lebih transparan, akuntabel, serta berintegritas.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Samsu (2021), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang
berusaha menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenoma dan situasi sosial yang
terdapat pada objek atau subjek yang diteliti secara apa adanya. Tujuannya adalah untuk
memberikan gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang
diteliti secara tepat. Sementara pendekatan kualitatif mengacu pada jenis data yang
digunakan berupa kata-kata bukan angka. Pada penelitian ini, jenis penelitian deskriptif
kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran audit
dalam mengungkapkan kecurangan dana BOS dengan mengkaji proses, bentuk-bentuk
fraud serta bagaimana auditor menangani temuan tersebut.

Berdasarkan tujuan tersebut dan hasil pengkajian empiris dan teoritis, maka alur
penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini.

s N\

Pengelolaan Dana BOS

. J

!

s N

Audit Infestigatif

\ 4

Pengungkapan Fraud

I
v v

[ Memperkuat Kepercayaan ] [ Pemulihan Reputasi ]

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitain ini adalah data kualitatif. Menurut
Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata
verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah segala informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan interaksi
langsung dengan informan penelitian melalui wawancara.

Data yang akan dikaji pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber
primer. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama melalui kegiatan observasi,
wawancara, kuisioner atau cara lainnya. Adapun narasumber yang menjadi sumber data
pada penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang dianggap
memiliki pemahaman dan pengalaman dalam melaksanakan audit Dana BOS di
Kabupaten Sumbawa.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi
mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut
Meleong (2021), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui
informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang
menjadi objek penelitian.
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Berdasarkan definisi tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah auditor
Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Penentuan informan sebagai narasumber pada
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Menurut
Sugiyono (2021), snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai
dari jumlah sampel yang sedikit, namun kemudian berkembang menjadi lebih besar
ketika sumber data awal belum cukup untuk menjawab kebutuhan penelitian, seperti
bola salju yang menggelinding dan membesar. Narasumber tersebut diharapkan dapat
memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai p pelaksanaan audit
Dana BOS di Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara.
Menurut Kriyantono (2021), wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan
tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara
(interviewer) memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (interviewee)
yang merespon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tujuan
dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai
objek permasalah yang sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode
wawancara terstruktur (structured interview), yaitu teknik percakapan antara periset
(seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai
mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan
wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan
penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara (Kriyantono, 2021). Dalam melakukan
wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan
kepada informan. Daftar pertanyaan dalam pedoman wawancara ini disusun sesuai
kebutuhan penelitian untuk mengetahui peranan audit dalam pengungkapan kecurangan
(fraud) dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang
dikemukakan oleh Miles and Huberman. Menurut Miles & Huberman (dalam
Zulfirman, 2022), analisis data kualitatif bersifat interaktif, bukan linier. Model analisis
kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman tersebut dapat dilihat dalam
gambar berikut.

s N

—>[ Pengumpulan Data ] —_— Penyajian Data

. J

J /( 7 \

[ Reduksi Data ]ﬁ Penarikan _K_esimpulan/
Verifikasi
N J

Gambar 2. Proses Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman

Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif
terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang
terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab
hubungan keterikatan anatara ketiga komponen tersebut harus terus dikomparasikan
untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyajian Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Audit Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek
krusial dalam upaya pemerintah untuk mendukung kelancaran proses belajar
mengajar di satuan pendidikan. Sebagai dana yang bersumber dari anggaran negara,
pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut, proses audit memegang
peranan penting dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi serta mengungkap
potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah tahapan-tahapan Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa berdasarkan SOP
pemeriksaan reguler terhadap SKPD:

a. Perencanaan Awal
Tahapan perencanaan awal dalam audit dana BOS pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumbawa, meliputi penetapan tujuan, cakupan ruang, jadwal audit,
dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada tahap ini, tim audit
harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul selama audit, serta
penyusunan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Dengan perencanaan yang
matang akan memfasilitasi pelaksanaan audit yang lebih efisien dan efektif,
memungkinkan waktu untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan
akurat.
b. Pelaksanaan Audit Lapangan
Tahapan pelaksanaan audit lapangan, meliputi pemeriksaan langsung ke
sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada
tahap ini, tim audit melakukan pengujian kepatuhan terhadap prosedur
penggunaan dana dengan memeriksa berbagai dokumen relevan, seperti laporan
keuangan, bukti transaksi, dan dokumen pengadaan barang. Selanjutnya, tim juga
melakukan pemeriksaan fisik yang difokuskan untuk menilai kondisi dan
penggunaan fasilitas yang dibiayai oleh dana BOS, seperti ruang kelas, sarana
belajar, alat penunjang, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan melakukan
pemeriksaan secara langsung dan menyeluruh, tim audit dapat mengidentifikasi
potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi, sekaligus
memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan di masa mendatang.
c. Analisis dan Evaluasi
Tahapan analisis dan evaluasi dalam audit dana BOS melibatkan penelitian
mendalam terhadap data dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses audit.
Tim auditor menganalisis temuan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan
atau ketidaksesuaian terhadap prosedur penggunaan dana. Hasil dari analisis ini
kemudian disusun dalam naskah laporan yang disampaikan kepada pimpinan,
termasuk kepala sekolah masing-masing, untuk memberikan pemahaman yang
jelas mengenai hasil audit.
d. Penyusunan Laporan Audit
Tahapan penyusunan laporan audit pada audit dana BOS, mencakup
penyusunan dokumen yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan dari hasil
audit. Setelah proses analisis dan evaluasi selesai dilakukan, tim auditor
menyusun laporan yang jelas dan terperinci untuk menggambarkan semua temuan
yang diperoleh selama audit, termasuk indikasi penyimpangan, ketidakpatuhan
terhadap prosedur, dan kelemahan dalam pengelolaan dana. Laporan ini tidak
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hanya mencantumkan hasil temuan, tetapi juga memuat rekomendasi konkret
untuk perbaikan serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak sekolah
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana BOS.
e. Tindak Lanjut
Tahapan tindak lanjut dalam audit dana BOS merupakan langkah krusial
yang bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor
diimplementasikan secara efektif dan untuk memfasilitasi perbaikan dalam
pengelolaan dana di masa mendatang. Proses ini dimulai setelah laporan audit
disampaikan kepada pimpinan daerah dan kepala sekolah. Dengan melaksanakan
tahap tindak lanjut secara sistematis, Inspektorat memastikan bahwa pengelolaan
dana BOS tidak hanya diperbaiki secara sementara, tetapi juga berkelanjutan.
Proses ini menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam
penggunaan dana pendidikan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas
pendidikan di daerah tersebut.
2. Bentuk Temuan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa
Selama proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS di sejumlah
sekolah, tim audit memperoleh beberapa temuan yang mengindikasikan fraud dalam
pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumbawa. Temuan-temuan tersebut diharapkan
dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi riil di lapangan, baik dari sisi
kepatuhan administrasi maupun indikasi adanya praktik kecurangan.
Berikut ini adalah penjelasan dari bentuk-bentuk temuan audit dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Tabel 1. Temuan Audit Dalam Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa
Potensi/Indikasi .
Prosedur Audit

No. Areayang Diperiksa

Fraud

1 Belanja barang Harga atau jumlah Membandingkan dokumen
barang tidak sesuai pembelian dengan barang
kondisi aktual dan harga yang dapat

diverifikasi
2 Bukti transaksi Transaksi tidak Memeriksa kuitansi, nota,
didukung bukti yang faktur, dan bukti

memadai pembayaran
3 Pekerjaan fisik Pekerjaan tidak sesuai Melakukan pemeriksaan
dengan laporan fisik dan

membandingkannya
dengan dokumen
4 Kas sekolah Perbedaan antara saldo Melakukan pemeriksaan
catatan dan kas aktual kas dan rekonsiliasi
5 Penggunaan anggaran Realisasi tidak sesuai Membandingkan rencana
rencana kegiatan anggaran dengan realisasi
sekolah
6 Pertanggungjawaban  Laporan administratif Melakukan verifikasi
tidak menggambarkan dokumen, wawancara, dan
kondisi aktual pemeriksaan lapangan
Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa, 2025.

Berdasarkan temuan-temuan audit yang disajikan dalam tabel diatas, dapat
diketahui bahwa pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah masih menghadapi
berbagai permasalahan, baik dari aspek administratif maupun efektivitas penggunaan
anggaran. Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, ketidakwajaran harga
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pembelian barang inventaris, serta ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi
pembayaran utilitas menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian
internal dan kepatuhan terhadap pedoman teknis yang berlaku. Kondisi ini tidak
hanya berpotensi menimbulkan pemborosan dan kerugian keuangan, tetapi juga
mengindikasikan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana
publik di lingkungan sekolah.
3. Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transpransi

Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Inspektorat memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui
pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang mengacu pada Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Berdasarkan ketentuan dalam SAIPI,
Inspektorat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penyedia jasa
assurance (penjamin) dan consultance (konsultasi).

Berikut adalah peran dari Inspektorat dalam meningkatakan akuntabilitas dan
transparansi penggunaan dana BOS di Kabupaten Sumbawa menurut SAIPI:
a. Assurance (Penjaminan)

Peran assurance merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan objektif dan independen kepada pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kegiatan assurance ini
dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti audit, evaluasi, reviuw,
monitoring, serta kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan secara
sistematis dan terdokumentasi. Dalam konteks pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), peran assurance sangat penting untuk menilai sejauh
mana satuan pendidikan telah mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas
formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
proses pengelolaan keuangan di sekolah berlangsung sesuai standar yang telah
ditetapkan, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta menjamin akuntabilitas
penggunaan dana publik di lingkungan pendidikan.

b. Consultance (Konsultasi)

Peran consultance yang dijalankan oleh Inspektorat merupakan bentuk
pelayanan non-assurance yang bertujuan untuk membantu dan membina entitas
yang diawasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk
dalam konteks pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan
ini mencakup pemberian nasihat, pendampingan teknis, bimbingan administratif,
serta sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru kepada pengelola dana, seperti
kepala sekolah dan bendahara.

Dengan demikian, peran consultance tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga
preventif. Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, tetapi
juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan tata kelola keuangan sekolah.
Melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan yang dilakukan, potensi terjadinya
kesalahan administratif, penyimpangan, atau bahkan penyalahgunaan dana dapat
diminimalisir. Melalui peran tersebut diharapkan audit yang dilakukan oleh
Inspektorat tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga menjadi instrumen
pembinaan yang mampu memperbaiki pemahaman sekolah tentang tata kelola
keuangan yang baik, mencegah penggunaan dana di luar prioritas yang ditetapkan,
serta meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di masa yang akan datang.
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4. Hambatan dalam Pelaksaan Audit Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten
Sumbawa
Berdasarkan hasil penelitian, proses audit menghadapi beberapa hambatan
yang dapat memengaruhi efektivitas pengungkapan fraud, baik yang berasal dari
pihak sekolah maupun yang berasal dari internal Inspektorat sendiri.
a. Pihak Sekolah/Objek Audit

Hambatan utama dalam proses audit dana BOS yang berasal dari pihak
sekolah sebagai objek audit adalah keterlambatan penyediaan data dan dokumen
yang dibutuhkan auditor. Banyak sekolah tidak memiliki petugas urusan (PU)
keuangan khusus, sehingga tugas pengelolaan dana sering dirangkap oleh guru
atau kepala sekolah. Akibatnya, pengumpulan dokumen penting seperti bukti
transaksi dan laporan pertanggungjawaban cenderung terlambat, dan dokumen
yang diserahkan pun sering kali tidak tersusun rapi atau belum sesuai dengan
standar akuntabilitas yang ditetapkan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM menjadi faktor penghambat lainnya.
Tenaga pengajar yang merangkap sebagai pengelola keuangan umumnya tidak
memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang keuangan, sehingga
kurang memahami permintaan auditor atau kesulitan menyusun laporan sesuai
regulasi. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola dana
BOS melalui pelatihan teknis, serta urgensi penempatan tenaga administrasi
khusus agar proses audit dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan
transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

b. Pihak Inspektorat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sumbawa
dalam pelaksanaan audit dana BOS adalah keterbatasan jumlah auditor. Jumlah
sekolah yang menjadi objek audit sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah,
termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, sedangkan jumlah auditor yang
tersedia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat diaudit
setiap tahunnya.

Keterbatasan waktu juga merupakan salah satu hambatan signifikan dalam
pelaksanaan audit terhadap pengelolaan dana BOS. Dalam praktiknya, auditor
dihadapkan pada durasi audit yang terbatas, sementara jumlah sekolah yang harus
diperiksa cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah
terpencil yang memerlukan waktu tempuh perjalanan yang panjang. Pelaksanaan
audit tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga
mencakup pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pihak sekolah, yang
seluruhnya memerlukan waktu pelaksanaan yang cukup panjang dan terstruktur.

Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, audit memiliki peranan strategis dalam
proses pengungkapan fraud Dana BOS di Kabupaten Sumbawa. Peranan tersebut
terlinat melalui fungsi deteksi, verifikasi, klarifikasi, evaluasi pengendalian, dan
pemberian rekomendasi perbaikan. Dalam fungsi deteksi, auditor membandingkan
laporan penggunaan Dana BOS dengan kondisi aktual. Dalam fungsi verifikasi, auditor
menguji apakah transaksi dan kegiatan yang dilaporkan benar-benar terjadi untuk
memperkuat bukti audit. Sementara Dalam fungsi Klarifikasi, auditor memberikan
kesempatan kepada kepala sekolah atau pengelola dana untuk menjelaskan transaksi dan
menyerahkan dokumen pendukung.

Proses ini membantu auditor memperoleh konteks dan membedakan antara
kekurangan administratif dengan indikasi penyimpangan yang memerlukan
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pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, audit tidak secara otomatis menghasilkan
kesimpulan bahwa fraud telah terjadi. Audit berfungsi membangun proses pembuktian
melalui bukti yang cukup dan relevan. Inilah alasan mengapa independensi, kompetensi,
skeptisisme profesional, dan kualitas prosedur audit memiliki pengaruh besar terhadap
keberhasilan pengungkapan fraud.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian
penggunaan dana BOS. Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi
juga berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau
kecurangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Audit yang dilaksanakan tidak hanya
terbatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup aspek investigatif untuk
mendalami potensi penyimpangan yang terjadi di satuan pendidikan. Peran ini
mencerminkan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah
(APIP) yang bertugas memastikan dana publik digunakan secara transparan dan
akuntabel.

Temuan audit menunjukkan adanya bentuk-bentuk kecurangan seperti SPJ yang
tidak lengkap, pengadaan barang dengan harga melebihi standar pasar (mark-up),
pembayaran utilitas yang tidak sesuai dengan tagihan resmi, serta pengelolaan barang
dan jasa yang belum tertib. Hal ini sejalan dengan teori Fraud Triangle yang
dikemukakan oleh Vona (2008), bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya
tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dalam konteks pengelolaan dana BOS,
lemahnya pengawasan internal dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi
menciptakan peluang terjadinya fraud, baik dalam bentuk administrasi maupun
manipulasi keuangan.

Peranan audit sebagai alat pengungkap fraud telah dikemukakan oleh Arens dan
Loebbecke (2003) yang menyatakan bahwa audit bertujuan untuk mengevaluasi
informasi secara sistematis dan independen guna menilai kesesuaian dengan standar
serta memberikan laporan hasil evaluasi. Temuan dari penelitian ini menguatkan hasil
penelitian sebelumnya oleh Dedek Berliani dkk. (2024) yang menyatakan bahwa audit
berkontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
dana BOS. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ari Nugroho
Cahyono (2024) yang menyimpulkan bahwa audit mampu mendeteksi fraud
berdasarkan pendekatan Fraud Triangle serta memberikan rekomendasi yang efektif
untuk mencegah terulangnya kecurangan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan audit, Inspektorat memberikan berbagai
rekomendasi, seperti perbaikan dalam proses administrasi, peningkatan pengawasan
internal sekolah, pelatihan bendahara sekolah, hingga kewajiban pelaporan secara
berkala. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan
meningkatkan kapasitas manajemen sekolah agar lebih patuh terhadap aturan. Hal ini
mencerminkan fungsi audit tidak hanya sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai
mekanisme pembinaan agar satuan pendidikan mampu mengelola dana publik secara
bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peranan audit
investigatif sangat krusial dalam pengungkapan kecurangan dana BOS. Tidak hanya
mengidentifikasi kelemahan sistem, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan
dalam tata kelola keuangan pendidikan. Maka dari itu, penguatan kapasitas Inspektorat,
baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi waktu pelaksanaan audit, menjadi
kunci utama untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif di masa
mendatang.
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki peran yang sangat strategis dalam
pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOS. Melalui fungsi audit yang tidak
hanya administratif, tetapi juga investigatif Inspektorat mampu mengungkap berbagai
bentuk penyimpangan seperti SPJ yang tidak lengkap, mark-up harga barang, dan
ketidaksesuaian pembayaran dengan realisasi. Peran ini sejalan dengan konsep Fraud
Triangle yang menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah kecurangan yang
timbul karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Selain itu, audit yang dilaksanakan Inspektorat telah terbukti efektif dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten
Sumbawa. Audit tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai
sarana pembinaan melalui rekomendasi yang mendorong perbaikan tata kelola
keuangan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Inspektorat, baik dari
aspek SDM maupun dukungan waktu pelaksanaan audit, merupakan langkah penting
untuk memastikan terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan
dalam mendukung pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel.

SARAN
Berdasarkan hasil peneiltian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran,
yaitu:
1. Bagi Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebaiknya meningkatkan efektivitas audit
terhadap pengelolaan Dana BOS melalui pemeriksaan yang lebih terencana, rutin,
dan berbasis risiko. Inspektorat perlu memberikan perhatian lebih besar kepada
sekolah yang memiliki tingkat risiko penyimpangan tinggi, terutama sekolah yang
menunjukkan ketidaksesuaian antara LPJ dengan realisasi penggunaan dana.
Inspektorat juga perlu meningkatkan kompetensi auditor, khususnya dalam bidang
audit investigatif, deteksi fraud, analisis dokumen, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam proses audit. Peningkatan kompetensi tersebut dapat membantu
auditor mengenali indikasi kecurangan sejak tahap awal.
2. Bagi Pihak Sekolah
Pihak sekolah perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada guru, komite
sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat terkait rencana serta realisasi penggunaan
Dana BOS. Sekolah dapat menyampaikan informasi tersebut melalui papan
pengumuman, rapat komite sekolah, atau media informasi resmi sekolah. Selain itu,
pihak sekolah juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya
melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala sekolah,
bendahara, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Langkah ini
dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi, penggunaan dana yang tidak sesuai
peruntukan, maupun bentuk kecurangan lainnya.
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